BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2017;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



10.

LL.

12,

13.

14.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576),
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
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Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
76/PMK.07 /2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2016 ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
48 /PMK.07 /2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih
Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang
dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2016;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
203 /KPTS/BPKAD /2016 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 ;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
257 /KPTS/BPKAD/2016 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak
Rokok Triwulan IV untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 ;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
305/KPTS/BPKAD /2016 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana
Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember Tahun 2014 untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan ;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004
Nomor 7) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 - 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor
2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 161.959.610.649,65
b. Dana Perimbangan Rp. 1.846.122.482.000,00
c¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 230.967.623.900,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2.239.049.716.549,65
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 757.805.568.870,62
2) Belanja Bunga Rp. ©.000.000.000,00
3) Belanja Subsidi Rp. 3.660.983.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 61.219.469.000,00



5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

Dan Partai Politik Rp. 356.290.435.270,13
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 20.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.204.976.456.140,75

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 6.412.820.500,00
2) Belanja Barang Jasa Rp. 434.088.935.125,00
3) Belanja Modal Rp. 355.980.993.000,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 796.482.748.625,00
Jumlah Belanja Rp. 2.001.459.204.765,75
Surplus/ (Defisit) Rp. 237.590.511.783,90

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 33.680.583.159,86
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 271.271.094.943.76
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (237.590.511.783,90)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Rp. 0,0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3 dan 4 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkarn di Muara Enim
pada tanggal 3@ DeSerdnr 2016

. BUPAITT MUARA ENI

Diundangkan di Muara Enim l -t(f
pada tanggal 7¢ DeSwmqber 72016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

A MUZAKIR SAI SOHAR /(

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR .}3



Lampiran I Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor
Tanggal

39 Tahun 2016
30 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017 '

URAIAN JUMLAH
1 2 3
1 PENDAPATAN 2.239.049.716.549,65
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH o 1_61.959_@1_0_.6_4_9,_65
1ol Hasil Pajak Daerah 51.787.547.510,00
1 g1 42 Hasil Retribusi Daerah 12.572.661.086,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.105.253.549,65
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah o _8_9._4?4}148.50_4,_0_0_
1.2 DANA PERIMBANGAN | 1 .846.122_{}8_2_.0_0_0,_0_0_
1.2.4 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 914.187.645.000,00
1,22 Dana Alokasi Umum 673.162.366.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 258.772.471.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 230.967.623.900,00
1,31 Pendapatan Hibah 19.782.500.000,00
1. B3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 11.145.569.900,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya 200.039.554.000,00
2 BELANJA 2.001.459.204.765,75
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.204.976.456.140,75
7 N T Belanja Pegawai 757.805.568.870,62
2.1.2 Belanja Bunga 6.000.000.000,00
2013 Belanja Subsidi 3.660.983.000,00
D Belanja Hibah 61.219.469.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahian Desa 356.290.435.270,13
dan Partai Politik
2:1:8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000,00
TP BELANJA LANGSUNG 796.482.748.625,00
2021 Belanja Pegawai 6.412.820.500,00
2 s L Belanja Barang dan Jasa 434.088.935.125,00
2253 Belanja Modal 355.980.993.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 237.590.511.783,90
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAI__\N DAERAH 33.680.583.159,86
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 33.680.583.159,86
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 271.271.094.943,76
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 70.000.000.000,00
3.2.2 -Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00
8.2:5 Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga 191.271.094.943,76
PEMBIAYAAN NETTO (237.590.511.783,90)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
& BURATI MUARA ENI%
5
ﬂ/ MUZAKIR SAI SOHAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD sy Halaman 1




